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Tax avoidance is a strategy and technique to avoid paying tax in the realm of tax law. 
This study aims to examine the effect of return on asset, executive character and good 
corporate governance to tax avoidance.  
Population from this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange from 2007 to 2013. The sample was determined by purposive sampling 
method in order to get a sample size of 105 datas. Datas were analized by multiple 
linear regression.     
The results of this study indicate that (1) There was no difference between tax 
avoidance average before and after income tax rate decreasing in 2008; (2) Return 
on Asset has significant effect to tax avoidance in negative coefficient; and (3) 
Executive character has significant effect to tax avoidance. This results were 
consistent to previous studies of Budiman and Setiyono (2012); Meilinda and 
Cahyonowati (2013); and Prakosa (2014).         




Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara 
legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menguji pengaruh Return on Asset (ROA), karakter eksekutif, dan dimensi 
tata kelola perusahaan yang baik terhadap aktivitas tax avoidance. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013. Sampel ditentukan dengan  teknik 
purposive sampling sehingga diperoleh total sampel 105 data perusahaan. Data 
dianalis menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan antara rata-rata 
aktivitas tax avoidance sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008; 
(2) Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance namun 
dengan nilai koefisien negatif; dan (3) Karakter eksekutif berpengaruh signifikan 
terhadap aktivitas tax avoidance. Simpulan ini konsisten dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012); Meilinda dan 
Cahyonowati (2013); dan Prakosa, (2014).    





Pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata mencapai 15,30%, sedangkan 
pertumbuhan alamiahnya rata-rata mencapai 12,17% selama periode 2007 s.d 
2013. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak hanya 
didukung oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga faktor-faktor nonekonomi. 
Salah satu faktor nonekonomi yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan 
pajak adalah kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah, seperti kebijakan 
tarif pajak (http://www.kemenkeu.go.id, 26 Januari 2015). 
Penurunan tarif pajak memberikan keuntungan tersendiri terutama bagi 
perusahaan go public yang memenuhi syarat tertentu, karena memperoleh tarif 
sebesar 5% lebih rendah dari tarif umum (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 pasal 17 ayat 2 huruf b j.o Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 
pasal 2 ayat 1). Perubahan tarif pajak yang semula tarif progresif menjadi tarif 
tunggal, yaitu (1) tarif maksimal 30% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 
2008; (2) tarif 28% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2009; dan (3) tarif 
25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.  
Pajak merupakan hal yang menjadi perhatian penting karena beban 
pajak akan mengurangi laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum 
perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih 
& Sari, 2013; Prakosa, 2014). Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya 
efisiensi pembayaran pajak dengan meminimalkan beban pajak dalam batas 
yang tidak melanggar aturan melalui aktivitas penghindaran pajak (tax 
avoidance). 
Penelitian ini menggabungkan penelitian sebelumnya yaitu Kurniasih 
dan Sari (2013) dan Dewi dan Jati (2014) dengan menambah pembahasan 
mengenai fenomena aktivitas tax avoidance antara sebelum dan sesudah 
penurunan tarif PPh Badan tahun 2008 (tarif pajak progresif 30% ke tarif 
pajak tunggal 28% dan 25%) dengan periode penelitian dari tahun 2007-2013. 
Permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah (1) 
Apakah terdapat perbedaan aktivitas tax avoidance antara sebelum dan 
sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008?; (2) Apakah return on asset 
berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance?; (3) Apakah karakter eksekutif 
berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance?; dan (4) Apakah dimensi tata 
kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance? 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA  
1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai 
dengan kepentingan prinsipal sehingga menimbulkan agency problem. 
Dalam penelitian ini, agency problem terjadi terhadap kepentingan laba 
perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) selaku prinsipal dengan wajib 
pajak (manajemen perusahaan) selaku agen. Fiskus menghendaki 
penerimaan pajak yang sebesar-sebesarnya, sementara manajemen 
perusahaan menghendaki laba perusahaan tinggi dengan beban pajak yang 




2. Perlawanan Pajak 
Setyawan dan Suprapti (2004: 10-12) mendefinisikan perlawanan 
pajak adalah tindakan baik disengaja atau tidak, ketika wajib pajak 
melakukan penghindaran pajak. Perlawanan pajak dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Aktivitas tax 
avoidance (penghindaran pajak) merupakan salah satu aktivitas 
perlawanan pajak aktif. . 
3. Tax Avoidance 
Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang 
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 
bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013: 13). Upaya 
penghindaran pajak dikatakan baik apabila memenuhi beberapa syarat, 
diantaranya: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis 
dapat diterima (reasonable), dan (3) adanya bukti-bukti pendukung yang 
memadai (Suryarini & Tarmudji, 2012: 84). 
4. Return on Asset (ROA) 
Rasio ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 
bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu (Hanafi & Halim 2012: 75). 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi produktivitas aset dan semakin 
tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Chen  et al, (2010) menyatakan 
perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki 
kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban 
pembayaran pajak melalui aktivitas tax avoidance.  
5. Karakter Eksekutif 
Low (2006) membedakan karakter eksekutif menjadi dua macam, 
yaitu risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk 
taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan 
bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, 
posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan 
eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang 
cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam 
mengambil keputusan bisnis. 
6. Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik  
Tata kelola perusahaan yang baik adalah prinsip-prinsip yang 
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Pasal 1 
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011). Dalam penelitian 
ini, tata kelola perusahaan yang baik diukur dengan empat proksi 
mengikuti Desai dan Dharmapala (2007), diantaranya: 
a. Kepemilikan Institusional 
Dewi dan Jati (2014) mendefinisikan kepemilikan institusional 
adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan 
asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan 
individual investor. Keberadaan pemilik institusional mengindikasikan 
adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan 
untuk melakukan kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh 
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laba yang maksimal untuk pemilik institusional. Keberadaan pemilik 
institusional dalam mekanisme tata kelola perusahaan berfungsi 
sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak (Puspita & Harto, 
2014). 
b. Proporsi Dewan Komisaris Independen 
Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: 
KEP-643/BL/2012 mendefinisikan komisaris independen adalah 
anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Jumlah 
komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota 
komisaris (Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-
305/BEJ/07-2004 huruf C.1.a). 
c. Kualitas Audit 
Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu 
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. De Angelo (1981) 
mendefinisikan kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat 
terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan 
pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam 
laporan keuangan auditan.  
d. Komite Audit 
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga 
Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012, komite audit adalah komite 
yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris 
dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. 
Komite audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota yang 
berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan.  
 
C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
1. Terdapat perbedaan tingkat aktivitas tax avoidance antara sebelum 
dan sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008 
 Perubahan tarif pajak mempengaruhi aktivitas tax avoidance. 
Perubahan tarif pajak terjadi pada tahun 2009 menjadi 28% dan tahun 
2010 menjadi 25% (Masri & Martani, 2012). Perubahan tarif pajak akan 
mendorong perusahaan untuk meminimalkan pajak, dengan menunda 
pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2008, 
sehingga akan menunda pengakuan laba tahun 2008. 
H1: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas tax avoidance antara sebelum 
dan sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008. 
 
2. Pengaruh ROA terhadap aktivitas tax avoidance  
Return on Asset (ROA) merupakan satu indikator yang 
mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan ROA dapat dijadikan 
sebagai pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. 
Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi produktivitas aset dan semakin 
tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Chen  et al, (2010) menyatakan 
perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki 
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kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban 
pembayaran pajak melalui aktivitas tax avoidance.  
H2:  ROA berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance. 
 
3. Pengaruh karakter eksekutif terhadap aktivitas tax 
avoidance 
Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu risk taker dan risk 
averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Hasil 
penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono (2012); Dewi dan Jati 
(2014); Maharani dan Suardana (2014); dan Swingly dan Sukartha (2015) 
menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas tax 
avoidance. Semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi 
aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.   
H3:  Karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance. 
 
4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap aktivitas tax avoidance 
Sugiarto (2009:17) menyatakan sistem hukum Indonesia lemah 
dalam hal proteksi hak investor, sedangkan konsentrasi kepemilikian 
sangat tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto 
(2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Mekanisme pemegang 
saham institusional dalam tata kelola perusahaan berfungsi sebagai 
penghambat keputusan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan pemegang 
saham institusional cenderung kurang agresif dalam strategi perusahaan 
dan mengharapkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dalam 
pembayaran pajak.  
H4: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap aktivitas tax 
avoidance. 
 
5. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap aktivitas 
tax avoidance 
 Perusahaan-perusahaan Indonesia menganut hukum civil Belanda 
dan Eropa yang memiliki struktur manajemen dua strata (two tier), yang 
memisahkan antara fungsi dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan dan 
fungsi dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan (Sugiarto, 2009: 
38). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak 
terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali (Annisa 
& Kurniasih, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) 
menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 
negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, jika komisaris independen 
mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan 
mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen 
dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak.           
H5: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 





6. Pengaruh kualitas audit terhadap aktivitas tax avoidance 
Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola 
perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan hal-hal 
terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan RUPS. Peningkatan 
transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut 
oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Annisa dan Kurniasih (2012), dan  
Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh 
KAP The Big Four  terbukti tidak melakukan praktik penghindaran pajak, 
karena auditor dari KAP The Big Four lebih kompeten dan profesional 
dibandingkan dengan auditor dari KAP non The Big Four. 
H6: Kualitas Audit berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance. 
 
7. Pengaruh komite audit terhadap aktivitas tax avoidance 
Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi 
audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor 
dengan perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Annisa dan Kurniasih (2012), dan 
Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa keberadaan komite audit 
memiliki pengaruh terhadap aktivitas tax avoidance. Semakin tinggi 
keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas 
tata kelola perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan aktivitas 
tax avoidance yang dilakukan.  
H7: Komite Audit berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance. 
 
D. METODE PENELITIAN 
1. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode 2007-2013. Sampel penelitian ditentukan 
dengan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive 
sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif 
sesuai dengan kriteria yang ditentukan  (Hanafi & Harto, 2014). Kriteria 
penentuan sampel penelitian dari beberapa jurnal terkait adalah sebagai 
berikut :  
a. Perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di BEI dan tidak 
mengalami delisting selama periode 31 Desember 2007 - 31 Desember 
2013. 
b. Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 
selama periode 2007-2013.  
c. Perusahaan sampel mempunyai data lengkap sesuai dengan yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu perusahaan mengungkapkan 
data mengenai ROA, karakter eksekutif, dimensi tata kelola 
perusahaan yang baik dan tax avoidance. 
d. Perusahaan sampel menggunakan mata uang Rupiah, agar kriteria 
pengukuran nilai mata uangnya sama. 
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e. Perusahaan dengan nilai laba yang positif, agar tidak mengakibatkan 
nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) terdistorsi (Zimmerman, 2003; 
Richardson & Lanis, 2007). 
2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
a. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax avoidance. 
Pengukuran tax avoidance mengikuti Dyreng et al (2010) dengan 
proksi Cash ETR (cash effective tax rate) yang memperhitungkan 
pembayaran secara kas terhadap laba sebelum pajak. Penggunaan 
proksi Cash ETR diharapkan dapat merefleksikan aktivitas tax 
avoidance jangka pendek yang dibayarkan dengan kas. Adapun rumus 
untuk menghitung Cash ETR adalah sebagai berikut: 
Cash ETR  =  Pembayaran Pajak   ................................ (1) 
 Laba Sebelum Pajak. 
b. Variabel Independen 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah return on asset,  
karakter eksekutif, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik.  
1) Return on Asset (ROA) 
Return on Asset adalah perbandingan antara laba bersih 
dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai 
indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA 
dinyatakan dalam persentase (Prakosa, 2014). Formula untuk 
menghitung ROA sebagai berikut: 
ROA = Laba Bersih x 100%  ................................................  (2) 
    Total Aset 
2) Karakter Eksekutif (KAE) 
Pengukuran karakter eksekutif mengikuti Paligorova (2010) 
yang mengggunakan proksi risiko perusahaan (corporate risk) 
yang dimiliki perusahaan. Risiko perusahaan dihitung melalui 
deviasi standar dari EBITDA (Earning Before Income Tax, 
Depreciation, and Amortization) dibagi dengan total aset 
perusahaan. Adapun rumus deviasi standar yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
 
Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah 
eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori risk taker atau risk 
averse. Eksekutif dikatakan bersifat risk taker jika nilai risiko lebih 
dari nilai rata-rata. Sebaliknya eksekutif dikatakan bersifat risk 
averse jika nilai risiko kurang dari nilai rata-rata (Hanafi dan 
Harto, 2014). 
3) Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik  
...................
............. (3) ............................... (3) 
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a) Kepemilikan Institusional (KEI)  
Pengukuran variabel kepemilikan institusional yaitu 
dengan membagi persentase kepemilikan saham institusional 
dengan total saham beredar (Handayani, 2007 dalam Puspita & 
Harto, 2014)  
Kepemilikan  =  Kepemilikan saham institusional .........  (4) 
Institusional             Total saham beredar 
b) Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI) 
Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan 
persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total 
komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel 
(Kurniasih & Sari, 2013), sehingga dapat diformulasikan 
sebagai berikut: 
Dewan Komisaris  =  Jumlah Komisaris Independen ........ (5) 
Independen      Total Komisaris 
c) Kualitas Audit (KUA) 
Kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy 
yang diberi angka 1 jika diaudit oleh KAP The Big Four dan 
diberi angka 0 jika diaudit oleh KAP non The Big Four 
(Hartadinata & Tjaraka, 2013).  
d) Komite Audit (KOA) 
Keberadaan komite audit diukur menggunakan variabel 
dummy yang diberi angka 1 jika ada komite audit, dan diberi 
angka 0 jika tidak ada komite audit (Kurniasih & Sari, 2013).  
 
E. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
1. Pengujian Hipotesis 
 
Tabel 1 
Hasil Paired Samples Test 
Uji Beda thitung ttabel Sig. Keterangan 
TAV08 – TAV09 -0,561 2,145 0,584 Tidak terdapat perbedaan 
TAV09 – TAV10 1,167 2,145 0,263 Tidak terdapat perbedaan 
        Sumber: Data sekunder diolah, 2015 
Tabel 2 
Hasil Pengujian Regresi dan Uji Statistik t 
Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 
ROA -3,224 1,987 0,002 Berpengaruh  
KAE 2,282 1,987 0,025 Berpengaruh  
KEI -0,190 1,987 0,985 Tidak berpengaruh 
DKI 1,933 1,987 0,056 Tidak berpengaruh 
KUA -0,236 1,987 0,814 Tidak berpengaruh 
KOA -1,715 1,987 0,090 Tidak berpengaruh 
9 
 
F-hitung = 3,001 
Adjusted R Square = 0,112 
Sumber: Data sekunder diolah, 2015 
2. Pembahasan  
a. Terdapat perbedaan tingkat aktivitas tax avoidance antara 
sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008 
Berdasarkan hasil paired samples test yang disajikan dalam 
tabel 1 diketahui bahwa rata-rata nilai TAV08–TAV09 memiliki nilai 
thitung lebih kecil dibanding ttabel (-0,561 < 2,145) dengan nilai 
signifikansi lebih dari 0,05 (0,584 > 0,05). Hasil ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 
aktivitas tax avoidance antara sebelum penurunan tarif PPh Badan 
tahun 2008 (TAV08) dan sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 
2008 (TAV09). Perubahan tarif pajak progresif 30% di tahun 2008 
menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 (turun 2%) tidak memicu 
manajemen untuk tidak melakukan aktivitas tax avoidance.  
Demikian juga dengan rata-rata nilai TAV09–TAV10 memiliki 
nilai thitung lebih kecil dibanding ttabel (1,167 < 2,145) dengan nilai 
signifikansi lebih dari 0,05 (0,263 > 0,05). Hasil ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 
aktivitas tax avoidance sesudah penurunan tarif PPh Badan tahun 2008 
(TAV09-TAV10). Perubahan tarif pajak tunggal 28% di tahun 2009 
menjadi 25% di tahun 2010 (turun 3%) tidak memicu manajemen 
untuk tidak melakukan aktivitas tax avoidance.  
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
undang-undang yang merevisi tarif pajak di Indonesia dan berlaku 
efektif pada tahun 2009 dan 2010, menjadi pembahasan utama dalam 
penelitian ini, terutama untuk perubahan tarif pajak penghasilan badan. 
Adanya perubahan tarif pajak badan memberikan keuntungan 
tersendiri terutama bagi perseroan terbuka yang telah go public karena 
mendapat fasilitas penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang 
berlaku umum (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 
2 huruf b j.o Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 pasal 2 ayat 
1). Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan memberikan insentif 
bagi manajer untuk meminimalkan pajak melalui aktivitas tax 
avoidance (Meilinda & Cahyonowati, 2013). Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meilinda dan 
Cahyonowati (2013).    
 
b. ROA berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance 
Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan dalam tabel 2 
diketahui bahwa return on asset (ROA) memiliki nilai thitung lebih kecil 
dibanding ttabel (-3,224 < 1,985) dengan nilai signifikansi kurang dari 
0,05 (0,002 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa return on asset 
berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance namun dengan 
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nilai koefisien negatif. Hal ini berarti apabila ROA mengalami 
peningkatan maka aktivitas tax avoidance mengalami penurunan.  
ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam 
pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Demikian tingginya 
nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga 
menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan 
aktivitas tax avoidance akan mengalami penurunan. Perusahaan yang 
beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tax subsidy 
berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan 
perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Meilinda & 
Cahyonowati, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Meilinda dan Cahyonowati (2013) 
dan Prakosa (2014). 
  
c. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance 
Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan dalam tabel 2 
diketahui bahwa karakter eksekutif (KAE) memiliki nilai thitung lebih 
besar dibanding ttabel (2,282 > 1,985) dengan nilai signifikansi kurang 
dari 0,05 (0,025 < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa karakter 
eksekutif berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance.  
Tinggi rendahnya nilai risiko perusahaan mengindikasikan 
kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang tinggi 
mengindikasikan bahwa eksekutif lebih bersifat risk taker yang lebih 
berani dalam mengambil risiko. Artinya apabila eksekutif semakin 
bersifat risk taker maka akan semakin tinggi aktivitas tax avoidance 
yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas tax avoidance merupakan 
sesuatu yang legal (lawful) namun juga merupakan sesuatu yang  tidak 
menjadi selera pemerintah. Hanya pihak-pihak yang berani mengambil 
risiko yang mau melakukan hal tersebut, tentunya termasuk risiko yang 
tidak mendukung pembangunan nasional melalui pembayaran pajak 
(Budiman & Setiyono, 2012). Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono 
(2012); Dewi dan Jati (2014); Maharani dan Suardana (2014) dan 
Swingly dan Sukartha (2015).     
 
d. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap aktivitas tax 
avoidance 
Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan dalam tabel 2 
diketahui bahwa kepemilikan institusional (KEI) memiliki nilai thitung 
lebih kecil dibanding ttabel (-0,019 < 1,985) dengan nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 (0,985 > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 
aktivitas tax avoidance.  
Keberadaan pemilik institusional ikut berperan aktif mengawasi 
efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan sehingga dapat 
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menghalangi perilaku oportunis manajer (Sari et al, 2010). Keberadaan 
pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak 
institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan 
kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal 
untuk pemilik institusional. Pemilik institusional mengharapkan 
perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk 
pembayaran pajak. Keberadaan pemilik institusional dalam mekanisme 
tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penghambat keputusan 
penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa dan 
Kurniasih (2012); Dewi dan Jati (2014) dan Maharani dan Suardana 
(2014). 
 
e. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap aktivitas 
tax avoidance 
Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan dalam tabel 2 
diketahui bahwa proporsi dewan komisaris independen (DKI) 
memiliki nilai thitung lebih kecil dibanding ttabel (1,933 < 1,985) dengan 
nilai signifikansi lebih dari 0,05 (0,056 > 0,05). Hasil ini menunjukkan 
bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel tax avoidance.  
Banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak 
mempengaruhi penurunan aktivitas tax avoidance. Penambahan 
anggota dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas 
masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris 
tidak meningkat (Dewi & Jati, 2014). Ketentuan yang dimaksud adalah 
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-
2004 bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% 
dari seluruh anggota komisaris. Tidak adanya pengaruh hubungan 
proporsi dewan komisaris independen dengan aktivitas tax avoidance 
disebabkan peran dewan komisaris independen dalam mekanisme tata 
kelola perusahan tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik 
dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan (Hanum & 
Zulaikha, 2013). Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012); Hanum 
dan Zulaikha (2013); Kurniasih dan Sari (2013); Meilinda dan 
Cahyonowati (2013); Dewi dan Jati (2014); Puspita dan Harto (2014). 
        
f. Kualitas audit berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance 
Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan dalam tabel 2 
diketahui bahwa kualitas audit (KUA) memiliki nilai thitung lebih kecil 
dibanding ttabel (-0,236 < 1,985) dengan nilai signifikansi lebih dari 
0,05 (0,814 > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance.   
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Alasan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap aktivitas tax 
avoidance yaitu (1) Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four 
memang lebih cenderung dipercayai oleh manajemen perusahaan 
sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja tinggi dengan selalu 
menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas. Namun, 
apabila perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan 
yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut, maka bisa saja 
KAP yang bereputasi baik melakukan tindakan kecurangan untuk 
memaksimalkan kesejahteraan mereka seperti kasus Enron tahun 2004. 
(2) Sebelum kasus Enron, pada umumnya laporan keuangan yang 
diaudit oleh KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas sehingga 
menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki 
tingkat kecurangan yang lebih rendah. Namun, tidak dengan keadaan 
saat ini dimana publik menilai KAP The Big Four maupun KAP non 
The Big Four bisa saja melakukan tindakan kecurangan apabila 
perusahaan bisa mensejahterakan KAP mereka karena kepercayaan 
publik berkurang pasca kasus Enron sehingga tidak mudah 
mengembalikan kepercayaan publik secara penuh terhadap KAP The 
Big Four dibanding KAP non The Big Four. Jadi, walaupun 
perusahaan diaudit oleh KAP The Big Four maupun KAP non The Big 
Four bisa terjadi kecurangan (Fadhilah, 2014). 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Fadhilah (2014). 
 
g. Komite audit berpengaruh terhadap aktivitas tax avoidance 
Berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan dalam tabel 2 
diketahui bahwa variabel komite audit (KOA) memiliki nilai thitung 
lebih kecil dibanding ttabel (-1,715 < 1,985) dengan nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 (0,090 > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 
keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 
aktivitas tax avoidance. Keberadaan komite audit dalam mekanisme 
tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan 
kebijakan terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan dan lebih 
cenderung untuk menjalankan tugasnya secara netral dan tepat 
berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan (Hanum & Zulaikha, 2013). 
Banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak 
memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran 
penentuan kebijakan besaran tarif pajak efektif perusahaan. 
Penambahan anggota komite audit hanya untuk memenuhi Keputusan 
Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 
yang menetapkan komite audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang 
anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar 
perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanum dan 





F. SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang dilakukan dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-
rata aktivitas tax avoidance antara sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh 
Badan tahun 2008. Return on asset dan karakter eksekutif berpengaruh 
signifikan terhadap aktivitas tax avoidance. Sedangkan, kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite 
audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance. 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan 
keterbatasan penelitian antara lain (1) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
dengan menggunakan sektor industri lain, seperti insutri keuangan, jasa atau 
perbankan; (2) Pengukuran dimensi tata kelola perusahaan dengan Corporate 
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